



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis kasus dan penetapan Pengadilan Agama Klas IA  Bengkulu 
Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bn tentang kedudukan wali adhal dalam perkawinan, 
maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Proses penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bengkulu Klas IA sesuai 
dengan Hukum Acara Perdata yang tertera dalam HIR secara garis besarnya, 
yaitu:  
a. Permohonan penetapan wali adhal. Dimana Pemohon datang sendiri atau 
melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama dengan membawa surat 
permohonan. 
b. Pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses permohonan penetapan 
wali adhal mulai diperiksa oleh hakim. Pada tahap ini permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon diuji kebenaran oleh hakim. Dengan demikian,  
pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan Pemohon. 
c. Putusan hakim, yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan 








2. Alasan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan penetapan perkara wali adhal 
di Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, hakim melihat alasan penolakan wali 
tersebut dibenarkan menurut syara’ atau tidak. Dalam hal ini, alasan 
penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara’, 
dan hal itu dilarang syara’. Alasan wali bersikukuh atas kehendaknya sendiri 
agar calon suami harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh 
juta rupiah) tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali ini dinyatakan 
adhal oleh Pengadilan. Karena secara syar’i antara pemohon dan calon 
suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi 
utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami secara 
syar’inya sebuah pernikahan. 
B. Saran  
1. Disarankan kepada wali nasab, agar tidak mempersulit peminangannya 
terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi, tidak sekufu, karena sikap 
yang demikian akan digunakan oleh anak perempuannya untuk menikah 
dengan berwali hakim.  
2. Disarankan hubungan dalam sebuah keluarga hendaknya dijaga 
keharmonisannya, baik-baik antara orang tua kepada anak,  maupun 
sebaliknya. Baik anak maupun orang tua, hendaknya tidak mengedepankan 
kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus 









3. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan Negara yang 
bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi 
mereka yang bermasalah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu 
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